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Diminta Jokowi, Bank Kalsel Percepat Akses Keuangan Daerah 

  

 
https://ekbis.sindonews.com/read/264946/178/bank-kalsel-siap-laksanakan-perintah-jokowi-untuk-

percepat-akses-keuangan-daerah-1607681530?showpage=all 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim 

Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Rakornas tersebut mengusung tema Sinergi 

Percepatan Akses Keuangan di Daerah untuk Indonesia Maju. Adapun, Rakornas ini 

diselenggarakan memuat beberapa agenda, seperti diskusi interaktif, peluncuran roadmap TPAKD 

2021-2025, penyampaian arahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemberian 

penghargaan TPAKD 2020. Pada rakornas tersebut, Presiden Jokowi meminta agar TPAKD 

menghadirkan inovasi sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran. TPAKD harus lebih 

aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, 

terutama koperasi. Sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi 

masyarakat oleh karena itu pendampingan dan asistensi kepada masyarakat terus harus 

diintensifkan. Sekali lagi, dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok-

kelompok sasaran. Menjawab arahan Presiden Jokowi, Direktur Utama Bank Kalsel Agus 
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Syabarrudin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Ekosistem Keuangan Daerah (EKD) 

sebagai salah satu cara untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah. Bank Kalsel siap 

laksanakan arahan Presiden Jokowi, dengan penerapan EKD. Kami juga siap mendukung dan 

bersinergi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso maupun Mendagri Tito 

Karnavian untuk bersama menerapkan arahan tersebut. 

EKD dapat menjadi salah satu solusi yang bakal mampu memperkuat perekonomian di 

Provinsi Kalimantan Selatan di masa pandemi kini hingga ke masa depan nantinya. Hal ini 

dikarenakan berbagai entitas di daerah baik itu pemerintah daerah, perangkat daerah, perusahaan 

daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lembaga jasa keuangan daerah maupun pihak 

ke-3 seperti vendor, supplier dan konsultan yang saling berjalin berkelindan dalam rangka 

menunjang pengelolaan keuangan daerah supaya lebih efektif dan efisien serta mendatangkan 

manfaat sebesar-besarnya bagi daerah. Agus yakin EKD bisa membuat nadi perekonomian di 

Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berdenyut kencang. Agus mengharapkan Bank Kalsel 

sebagai BPD sekaligus BUMD dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah 

melalui konsep EKD maupun pembiayaan yang disalurkan dan Bank Kalsel bisa menjadi lebih 

mandiri untuk pembangunan daerah. Dengan demikian BPD bisa membangkitkan perekonomian 

daerah sekaligus meringankan beban pemerintah pusat terutama di masa pandemi ini. Bukan tidak 

mungkin, Konsep EKD yang kami inisiasi bisa juga diterapkan di daerah lain. 

 

 

Sumber Berita: 

1. https://republika.co.id, Diminta Jokowi, Bank Kalsel Percepat Akses Keuangan Daerah. 

2. https://ekbis.sindonews.com, Bank Kalsel Siap Laksanakan Perintah Jokowi untuk Percepat 

Akses Keuangan Daerah. 

 

 

Catatan: 

 

 Definisi Keuangan Daerah 

Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 
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 Ruang Lingkup Keuangan Daerah 

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan 

pinjaman; 

2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar 

tagihan pihak ketiga; 

3. Penerimaan Daerah; 

4. Pengeluaran Daerah; 

5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, 

piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah 

yang dipisahkan; dan/atau 

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. 


